SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 95 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Semarang
sebagai Kabupaten Layak Anak maka perlu adanya

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten layak
Anak;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu tahapan dalam
pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah adanya
perencanaan yang terdiri dari Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Kabupaten Layak Anak;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman atau acuan
dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak sehingga
dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan tepat
sasaran , serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlt
disusun Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Aksi
Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Semarang Tahui 2012 - 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ diatas maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupatern Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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10.

11.

Undang-Undang  Nomor 67 Tahun [958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahua 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncegara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

>
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undrngan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesi 1 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara 1 epublik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemergintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahu- 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pemban: unan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2 )10 Nomor 517);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Panduan Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anak;
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun
20C5 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabunaten
Semarang Tahun 2005 Nomor 20 seri D Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 25 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamog Praja (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 5);
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>2.

33.

34.

35.

36.

Perature 1 Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun

2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 10);

208



Menetapkan

37. Peraturan Daerah Kabupaten Seniarang Nomor 19 Tahun

38.

39.

40.

2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga
Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembara:
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis
Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2013 Nomor | I, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 20,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja  Kecamatan Dan
Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kahupaten Semarang Tahun 2010-2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 20]]
Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2012 - 2015
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BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya
disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
Stakeholders adalah pihak-pihak pemangku kepentingan terkait anak
yang memiliki tugas dan fungsi sesuai bidangnya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
peinerintah, dan Negara.

Kabupaten Layak Anak -ang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten
yang memounyei site 1 pembangunan berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitm :n dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan
dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak
anak.

Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu
tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
perabangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2025.
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14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak
tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk
mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sckumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan
keluaran atau output delam bentuk barang atau jasa.

BAB 11
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman
secara umum kepada SKPD dan pemangku kepentingan atau stakeholders
dalam perwujudan KLA.

Pasal 3

RAD KLA Kabupaten Semarang 2012 - 2015 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
yang memuat tentang tujuan, arah kebijakan, strategi, indikator pencapaian,
dan rencana aksi program/ kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan
hak anak vang disusun berdasarkan masalah, tantangan, kebutuhan dan
potensi lingkungan.

BAB II1
PRINSIP RAD KLA
Pasal 4

RAD KLA disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai

berikut :

a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi,
keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;

b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis
kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi
fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya,;

c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi

anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dar.
kegiatan;
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d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu
menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak
semaksiinal mungkin; dan

€. pengharpaan terhadap anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa
setiap anak vyang memiliki kemampuan untuk menyampaikan
pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan
pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang
mempen3aruhi dirinya.

Pasal 5
RAD KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak
anak dalam 5 (lima) klaster :
a. hak sipil dan kebebasan;
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

b
c
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6
RAD KLA dilaksanakan oleh SKPD maupun pemangku kepentingan
/ stakeholders terkait anak sesuai dengan tugas pokck dan fungsi masing-
masing di bidangnya.

Pasal 7
RAD KLA terintegrasi dalam RPJPD, RPUMD, dan RKPD

Pasal 8
Masing-masing Kepala SKPD berkomitmen mendukung perwujudan KLA
melalui kebijakan, program/ kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta
bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pembina Gugus Tugas KLA.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Pemantauan pelaksanaan RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA

secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan
pengembangan KLA.
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Pasal 10
(1) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara

berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan
KLA.

(2) Evaluasi dapat dilakukan oleh Tim independen dan berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pelaporan dflakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten dan
disampaikan kepada Bupati.

(2) Bupati selanjutnya mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12

Pelaksanaan RAD Pengembangan KLA Kabupaten Semarang Tahun 2012 -

2015 dapat bersumber dari :

a. APBD Kabupaten ;

b. APBD Propinsi ;

c. APBN; dan

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka semua kebijakan daerah

dalam pemenuhan hak anak dalam rangka perwujudan KLA sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
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Pasal 14
Peraturan Bupati ini berlakyu sejak tanggal diundangkan

Agar setiap oran

g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini denga

N penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal -

SEIETARIS DAERAH
ABYPATENNSEMARANG




